
BIIPATI GARUT

PROVINSI JAUTA BARAT
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NOMOR 8 TAIITff 2018 
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TENTANG

PERUSAIIAAIT I'UIIM DAERAH AIR MINI'U TIRTA INTAIT KABI'PATEN GARUT

DET{GAT{ RAHMAT TI'HAN YANG MATIA ESA

Menimbang
BUPATI GARUT,

bahwa dalam mengelola penyediaan air bersih yang menjadi
hajat hidup orang banyak, Pemerintahan Daerah tetah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Ganrt;
bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Intan Kabupaten Garut yang dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2O7O tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan
saa.t ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan
penyempurnaan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurrf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perusahaan Umurn Daerah Air Minum Tirta Intan
Kabupaten Garut;

Mengingat

:a,

b.

: 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkr:ngan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten hrrwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor ill, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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3' undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang FemerintatranDaeratr (Lcmbaran 
. 
rvegara R"p;ik Indonesii Tahun 2or4Nomor 244, Tartbahan- r,"*i#." Negara Repubrik IndonesiaNomor ssSz) sebagaim*" i"r"r. iiuu"E beb;dpa LJi, t"""Lhi"dengan- undang-ilndanJ -G;-e'f;";*idiu 

tcnta'gPerubatran Itudua Atas Ujraarrq:U"daqg Nomor 23 Tahrur 2Ot4tentang pemerintahan 
-_Daeral 

- 
iGmua"a, Negara RepubrikIndonesia Tahun 2ots rvomotGt,'iLu"rr; ;;G"" NegaraRepublik Indonesia Nomor SaZg); 
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4- undals;uSrdarrg Nomor B0 Tatrun 2or4 tentang AdministrasiPemerintah=_ flrmbaran _ *a; Republik IndonesiaTahun 2oL4 Nomor 292, Tamuarr-alirembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 560l);
5. peraturan pemerintah Nomor t2 Tahun 2OlT tentangpembinaan dan pengawasan penyerenggaraan pemerintahanDaerah (Lembaran Neg3ra R6;;'lit Indonesia Tahun 2otzNomor 73, Tambahan -Lembaran rv"g* Republik IndonesiaNomor 6Oa1);

6. Perattrran pemerintatr Nomor 54 Tatrun zoLT tentang Bad4;rusatra Miuk Daerah (I^embaran 
-nLr"o 

Republik IndonesiaTatrun 2oLT Nomor sos, rambatra;'Lmuaran Negara RepubrikIndonesia Nomor 6f 73);
7. peraturan Menteri D{"T Negeri Nomor 37 Tahun 2org tentangPengangkatan dan Pemberhinuan Lggota Dewan pengawasatau Anggota Komisaris dan Anljot"-oi""ksi Badan usaha MilikDaeratr 

^(Berita Negara neprl6Ut Indonesia Tatrun 2o1gNomor ZOOI;

8' Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2oL6tentang Urusan pemeriitahan rorrt-,""r, -r"[rpI"., 
Ganrt(Lembaran D ae rah Kabupate ; G;; irh 

""- 
z ri i?* ilIil", ol,

DEWAN PERWAIilLAN RAITYAT DAERATI I(ABUPATEN GARUT

Menetapkan :

,*o; IUPATI GARUT

MEMUTUSI(AN:

PERATURAI{ DAERAII TEI{TAilG PERUSAIIAAIY UMT'MDAIRAII AIR MINUM TIRTA INTAIII IIABT'PATETI_CIiU;.'"-'"

BAB I
KEIENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Perptr.uan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daeraf.r Kabupaten adalah Daeratr Kabupaten Ganrt.



2.

3.

L)

Pemerintahan Daeratr adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Garut.

Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat KPM adalah orgar] Perusahaan Umum Daerah yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan ralcyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan D aerah.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang
bergerak di bidang pelayanan air minum
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang
selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan adalah Badan Usaha
Milik Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang
bertugas melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi
Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dalam menjalankan kegiatan pengurusan
Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.

Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang
bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan
untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan serta
mewakili Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahraan Umum
Daerah Tirta Intan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota
Dewap Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan
Bupali. 

i

Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayalcan dan
kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.

Lembaga Profesional adatah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian
untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila
diperdyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reput4si baik. untuk
melaliukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas darl
bakalicalon anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.

Tim geleksi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calorr
Anggjta Dewan Pengawal dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai
pengd.ngkatan oleh Bupati.

Sistern Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan sahf,
kesatuan sistem fisik (teknik) dan non frsik dari prasarana dan sarana air
minuyp.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1s.
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16. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalatr keb{jakan biaya jaea
layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter
hrbik (ms) atau satuan volume liinnya yang diberikan-oleh Perusahaan Umum
Daerah rirta Intan yang wqiib dibayarkan oleh pelanggan.

BAB U
ITAUA' KTDITDUKAI{, MAIGUD DAN TUJUAII, SERrA s'Ui{cgl

Bagtau Kesatu
l{ama

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah hi, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan
Kabupaten Ganrt yang didirikan berdasarkan Peraturan Daeratr Kabupaten Ganrt
Nomor 6 Tahun 2OLO tentang Pembentukan Perusahaan Daerah eir tvtinum Tirta
Intan Kabupaten Gantt, diubah namanya menjadi Pemsahaan Umum Daerah Tirta
Intan Kabupaten Garut.

: lagian Kedua
Kedudutsan

Pasel 3
Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan rnerupakan perusatraan milik Pemerintah
paelah Kabupaten yang menyelenggarakan pengelolaan dibidang pelayanan air
bersih dan berkedudukan secara tetap di Kabupaten Ga:mt.

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan, Perusahaan Umum Daeratr Tirta
Intan dapat membuka cabang dan unit pelayanan di wilayatr Kabupaten Garrt.
Ketenfuan lebih lanjut mengenai cabang dan unit kerja sebagaimana dimaksud
pada 4yat (2\diatur dengan Peraturan Bupati. i

Bagian Ketiga
Maksud dan TuJuan

Pasal 4
Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan memiliki maksud:
a. r4enyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air nninum demi

kgsejahteraan masyarakat dan pelayanan rrmum yang memenuhi
sX'arat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merafa, dan terus
rnenerus;

b. r4enunjang program pembangunan daerah di bidang pqngelolaan air
rrlinum;

c. rrienciptakan kesempatan berusatra; dan

d. raenjadi salah satu sumber pendapatan asli daeratr
(21 Pemb{ntukan Pertrsahaan Umum Daeratr Tirta Intan memiliki hrjuan:

a. tg'5wujudnya pengelolaan dan pelayErnan air minum yaurLg berkualitas dengan
hgrga yang terjangkau;

(1)

(2)

(3)

(1)
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b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia
jasa pelayanan; dan

c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Bagian Keempat

E'ungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Perusahaan Umum Daeratr Tirta Intan mempunyai fungsi sebagai berilnrt:
a. penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air

minum;
b. pen5rusun dan perumus kebijakan rencErrra program dan kegiatan pembangun€ux

serta pengembangarl jaringan instalasi air minum;
c. penyelenggara pemasangarl jaringan instalasi air minum sesuai dengan

peraturan perundang-undangart yang berlaku;
d. pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instaiasi aiy-

minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;

e. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan
dan penanganan air minum; dan

f. pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
BIDANG USAHA

Pasal 6
(1) Bidang usaha Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan adalah menyelenggarakan

SPAMI untuk kebuttrhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang
penyediaan air minum.

(21 SPAM' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem
jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.

(3) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi
unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit
pengelolaan.

(4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diantaranya terminal air, mobil air, dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB IV
MODAL

Pasal 7

(1) Modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan merupakan kekayaan Daerah yang
dipiseihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas
saharp-satram.

(2) Penarnbahan atau pengurangan modal Perusahaan Umum Daeratr lTirta Intan
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(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat ditambah dari:
a. penyisihan sebagian cadangan umum;
b. penyertaan modal Pemerintatr Daerah Kabupaten; atau
c. bantuan serta pinjaman dari pihatc lain.

(4) Penambatran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan hunrf c,
terlebih dahulu hanrs mendapatkan persetujuan dari DPRD Ifubupaten"

BAB V
ORGAIT DAN KEPEGAUIAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
(1) Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten didukung dengan organ dan kepegawaian.
(21 Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada.

" ayat (1) terdiri dari:

a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

(3) Pegawai Perusa-haan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja dan kepegawaian
Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua., 
,:T,

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak bertanggungiawab
atas kerugiarr Penrsatraan Umum Daerah Tirta Intan apabila dapat membuktikan:
a. tidak inempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan olph Perusahaan
Umum Daerah Tirta Intan; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan
kekayean Perusatraen Umum Daerah Tirta Intan secara melawan hulinrm.

Pasal 1O

(1) KPM, Dqvan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembang€rn
usaha Pqmsatraan Umum Daerah Perusahaan Umum Daerah Tirt4 Intan.

(2) Rapa(,ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat tahunan;
=;



b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Penrsalraan Umum
Daerah Tirta Intan; dan

c, rapat luar biasa.

Bagian Ketlga
Dewan Pengawas

Paragraf I
Umum

Pasal 11

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b
dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentrran
peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat
Pemerintah Pr.rsat dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak
bertugas melaksanakan pelayanan publik.

(3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Paragraf 2
Persyaratan Perl gangkatan

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang
baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; l

d. mematrami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi
manajemen;

e. menygdiakan wakhr yang cukup untuk melaksanakan hrgasnya;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidal< pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan
bersalatr menyebabkan badan usaha yarrg dipimpin dinyatakan pallit;

j. tidak ped,ang menjalani sanksi pidana; dan

k. tidak se4ang meqiadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon
wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Passl 13

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat
diang.$at kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan penga$/asan terhadap
pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Umum Daeratr Tirta
Intan dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf3
Tugas dan KewaJiban

Paeal 14
(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. melakukErn pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Tifta Intan;
dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan,

(21 Dewan Pengawas memiliki kewajiban:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

" (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud padrf"
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemberheotian

Pasal 15

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewalrhr-waktu.

Pasal 16

(1) Dalaq hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena ma€a jabatannya
beralchir sebagaimana dimaksud dalam Pasal t5 huruf b, anggota Dewan
Pengqwas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir rnasa jabatannya.

. (21 Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling
lambat I (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan,

(3) Laporan pengumsan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (tt sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk mempefpanjang atau
memb^erhentikan anggota Dewan Pengawas.

a

(4) Laporpn pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit_ 4elgan trrjuart
terted.hu ata.u audlt tahunan dari kantor akuntan pubtik kepada KPM.

(5) Dalaql hal terjadi kekosongan jabatan selumh anggota Dewan Pengawas,
pelakpanaan tugas pengawasan Perusatraan Umum Daerall Tirta Intan
dilakeanakan oleh KPM
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Pasal 17
Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 huruf c, pemberhentian
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapap dibuktikan secara
sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentrran anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugial pada
Pemsahaan Umum Daeratr Tirta Intan, Negara dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalatr oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri; 
i

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan
pembubaran.

Paragraf 5

Penghasilan

Pasat 18

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(21 Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak terdiri atas:

a. hpnorarium;
b. tunjarrgan;
c. Q-silitas; dan/atau
d. t4ntiem atau insentif kinerja.

(3) Ketenfuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diahrr
dengap Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(1)

(21

Pasql 19

Dewarr Pengawas dapat mengangkat seorang se}<retaris
Pemsghaan Umum Daerah Tirta Intan.

Ttrgaq splrretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelaniaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

:

yang dibiayai oleh

unfuk membantu
I

I
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Baglen Keempat
Dlrekst

Paragraf, I
Umum

Pasal 2O

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.
(21 Direksi pada Pertrsatraan Umum Daerah Tirta Intan diangkat oleh I(PM.

Peragraf2
PersSraratan Pengangkatan

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkr:tan harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang"
baik, dan dedikasi yang tinggr untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen penrsahaan; l

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha pemsahaan; :

f. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah
terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;

g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan
berbadan hulimm dan pernah memimpin tim;

i. berrrsia pating rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggr
55 (lima putuh lima) tahun paq* saat mendaftar pertama kali;

j. tidak. pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas, yEmg

dinyaiakan bersalatr menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
paiiit;'

k. tidak, pernah dihukurn karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuarlgan negara atau keuangan daerah;

l. tidak.sedang menjalani sanksi pidana; dan

m. ,tidallsedalg men,,,,,,,,,,,,,,,,iadi pengurus partai politik, calon kepala daerah,atau calon
wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. i

Pasal22

(1) Prosep pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(21 SetekBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kura4gnya meliputi
tafragign uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukar oleh tim atau lembaga
profe{ional.

(3) T:t"+"11*11 .1=i:,_:.lg::::-:Bf:j:oagaimana dimaksud pada ayat (1)
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(1)

(2)

Pasal 23
Anggota Direksi diangkat rrntuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali unhrk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keatrlian khusus dan/atau prestasi yang

sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 24
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikansewaktu-waktu.

Pasal 25
Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Direksi wajib
menyarnpaikan laporan pengurLlsan tugas akhir masa jabatan paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkzur sisa
pelaksanaan tugas pengurusan yarlg belum dilaporkan paling lambat I (satu)
bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabat-an sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyarnpaikan penilaian dan
rekorrlendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi
sebagaimurr" di*.ksud pada ay"t (S) riU^g"i dasar pertimbang"r, dpnd untuk
memp€rpanj ang atau memberhentikan anggota Direksi.
Lapora:n pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang trerakhir
masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau
audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 26
(1) Datam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan

sewal<tu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentianr
dirnaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pembgrhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apab-rla berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah,
anggqta Direksi yang bersanglcr-rtan:

a. tiaak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
\etentuan anggar€u-r dasar;
,.c. tpplibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan lenrgran pada

P,brusahaan Umum Daerah Tirta Intan, negara, dan/atau Daerah;

(3)

(41

(s)
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d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan

ketenttran perahrran penrndang-undangan ; dan / atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintatr Daerah

Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
Penrsahaan Umum Daerah Tirta Intan. 

i

Pasal 27
Direksi pada Penrsahaan Umum Daerah Tirta Intan diberhentikan oleh KpM.

Paragraf 4
Penghaellan

Pasal 28
(U Penghasilan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan ditetapkan oleh

KPM.

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dengan
Peratqran Bupati.

BAB VI
saTu, AN PENGAITAS TNTERN, KOMITE AITDIT, DAN KOMTTE I"AINITYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intera

Pasal 29 r

(1) Pada Pemsahaan Umum Daerah Tirta Intan Cibentuk Satuan Pengawas Intern
yang ryerupakan aparat pengawas intern perusahaan.

(21 Satrran Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorarlg Kepala yang bertanggung jawab kepada Direkttrr Utama.

(3) Pengairgkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (!) dilakukal setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
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Baglan Kedua

Komite Audlt dan Komite lainaya

Pasal 3O

Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yarig bekerja
secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan
tugas pengawasan.

Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Pengawas.

Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Sattran Pengawas Intern.

Pasal 31
Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan koudte lairtnya lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERENCAI{AAI{, OPERASTONAL, DAII pELtt FORAII

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf, 1

Rencana Bisnis

Pasal 32
Direkqi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka
waktrr 5 (lima) tahun.
Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. eyaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kindisi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan saat ini;
.ic. apurhsi yang dipakai dalam penJrusunan rencana bisnis; dan
Id" pgnetapan visi, misi, sasaran, strategi, keb[jakan, dan program kerja.

Oirek$i menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas
untuk' ditandatangani bersama.

Rencqpa bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas
disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Renc4na bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar

i

(6) [:Hf;:]:i"Til;1,." dimaksud pada ayat (4) disampaikc,n kepada
Menteri.

(1)

(21

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)
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Paregraf 2
Renoena KerJa dan Aaggaran

Paeal 33
(1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan

penjabaran tatrunan dari nencana bisnis.

{2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} paling
sedikit memuat rencana rinci prograrn kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada Dewan
Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani
bersama.

(4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditandatangani bersama Dewan
Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Penrsatraart Umum Daerah Tirta Intan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pasel 35
(1) Operasional Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dilaksanakan berdasarkan

standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan
Pengawas.

(3) Standar operasional prosedur hanrs memenuhi unsur perbaikan secara
berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memu,at aspek:

a. oFgan;

b. olganisasi dan kepegawaian;

c. kpuangan;

d. pi:layanan pelanggan;

e. risikb bisnis;
f. pengadaan barang dan jasa;

g. pgngelolaan barang;

h. p'bmasaran; dan

i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosed.ur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanrs sudeih
dipenghi paling lambat I (satu) tahun sejak pendirian Perusalraan Umum
Daerah Tirta Intan.

:,

(6) Stand.Br operasional prosedur sebagaim€u-ra dimaksud pada ayat ({) disampaikan
kepa .d,,p Sekretaris Daerah.
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'Pagal86

Ketentuan lebih larqiut mengenai Operasional Perusahaan Umurn Daerah Tirta Intan
diatur dengan Peraturan Bupati.

Baglan Ketiga
Pelaponn

Pasal 37
(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(21 Laporan Direksi terdiri dari Laporan tsulanan, Laporan Triwulan dan Laporan

Tahunan.

Pasal 88
Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIU
PENGGUITAAN L/TBA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39
(1) Penggunaan laba Penrsahaan Umum Daerah Tirta Intan diatur dalam anggaran

dasar.

(21 Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana,dimaksud
pada lyat (1) digunakan unhrk:
a, pemenuhan dana cadangan;
b. peningkatan kuantitas, liaralitas, dan kontinuitas pelayanan u.mum,

pelayanan dasar, dan uspha perintisan Perusahaan Umum Daeratr Tirta
Intan;

c. dividen yang menjadi hak Daerah;
,d. tantiem unttrk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

e. bpru" untuk pegawai; dan/atau
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

pEnrndang-undangan.

Bagiau Kedue

Pengguaaan Laba Uutuk Tauggung Jawab Bosial

I Pasal40
Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungap dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
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'Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 dan Pasal 40 diahrr dengan Peraturan Bupati.

BAB TX

TARIF AIR MIIITIM DAN PENDAPATAN NON AIh

Pasal 42
(1) Bupati menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun.
(2) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif air minum diatur dengan Peraturan

Bupati,

BAB X
AI{AK PERUSAIIAAIY UMUM DAERAII TIRTA INTAIV

Pasal 43
(1) Perusahaan Umum Daerah firta Intan dapat membentuk anak perusahaan.
(2) Dalam membentuk anak penrsahaan, Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan

dapat bermitra dengan:

a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (21paling sedikit memenuhi syarat:
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan

publtk dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;

b. pgrusatraan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan
publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan

d. ppnrsahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara hrnai paling
sgdikit sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) yang dihitung secara
proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

(41 Pembentukan anak perusatraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memehuhi persyaratan:

a. disehrjui oleh KPM;

b. minimal kepemilikan saham 7oo/o (tujuh puhrh persen) dan sebagai
pemegang saham pengendali;

c. lEno3n keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir ddam keadaan sehat;

d, rrtgrniliki bidang usaha yang rnenunjang bisnis utama; dan

e. qd"k boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dafi BUMD yang
herasal dari penyertaan modal Daerah.,.

(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan
.^t 

^S 
BUMD di anak perusalraan dilakukan dengan persehrjuan sleh KPM.
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BAts XI
PEI{UGASNI PEUERIITTATI

Paga[ 44
(1) Pemerintatr Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah

Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perusatraan Umrrm Daerahr
Tirta Intan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan
fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan
tujuan Penrsahaan Umum Daerah Tirta Intan.

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh
pemberi penugasan dan Penrsahaan Umum Daerah Tirta Intan sebelum
mendapatkan persetrrjuan dari KPM.

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didulnrirg dengan
pendanaan. i

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat benrpa:
a. penyertaan modal Daerah;

b. subsidi;

c. pemberian pinjaman; dan/atau
b. hibah.

(5) Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang melaksanakan penugasan harus
secara tegas melakukan pemisahan pembukr-ran mengenai penugasan tersebut
dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usalra perusahaan.

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wqjib memberikan laporan kepada
KPM.

(71 Penugasan dari Pernerintah Fusat sebagainrana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peratriran Bupati.

BAB XII
EVALUAST, RESTRUKTTTRTSAST, DAt{ PERUBATTAN BENTUK ITUKUM

PERUS$IAAN UMUM DAERATI TIRTA INTAI{

, lagian Kesatu

Evaluaei

Pasal 45

(1) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dilakukan dengan
mem[andingkan antara target dan realisasi. 

,

Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada
ayat (.!.) dilakukan sekurasrg-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Evalqasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. Perrrsahaan Umum Daeratr Tirta Intan;

b. P,gmerintah Daerah Kabupaten; dan/atau

c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

{21

(s)
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(41 Evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.

Pasel 46
(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Penrsahaan Umum

Daerah Tirta Intsn.
(21 Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan Umum

Daerah Tirta Intan dan disampaikan kepada KPM.

(3) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan menjadi
dasar evaluasi Pemsahaan Umum Daerah Tirta Intan.

(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perusahaan Umum Daeratr Tirta Intan
diatur dengan Peraturan Bupati. j

Bagian Kedua i

Restnrkturisasi

Paragraf 1

Msksud dan TuJuan Reetnrlfturisasi

Pasal 48
(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Penrsahh.an

Umurn Daerah Tirta Intan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel,
transparan, dan profesional.

(21 Restrykturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan unttrk:
a. rrpeningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan;

b. memberikan manfaat bempa dividen dan pajak'kepada negara dan Daerah;
dpn/atau

b. r4enghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada
kpnsumen.

(3) Restrrylrturisasi dilakukan terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirte Intan yang
tertrs i menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam
kelangsungan usaha Penrsahaan Umum Daerah Tirta Intan.

(4) Restryklurisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat,
dan rdsiko.

Parugraf 2

Calnrpan Restrulrtncisasi

Pasal 49

(1) Restrgkturisasi meliputi restmkturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi
penrsiihaan.
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Restnrkttrrisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakssnal<an melalui:
a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional,

sistem, dan prosedur;

b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daeratr Kabupaten dan
Penrsalraan Umum Daerah Tirta Intan untuk menetapkan aratr dalam
rangka pelaksanaan kewaj iban pelayanan publik.

Ketentuan lebih lanjut rnengenai restrukturisasi aiat#aengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penrbahan Bentuk Hukum

Paeal 50
Pemsatraan Umum Daerah Tirta Intan dapat melakukan perubahan bentuk
hulnrm.
Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daltrm rangka
mencapai tujuan Penrsahaan Umum Daerah Tirta Intan dan restnrkturisasi.

Perubatran bentuk hukum Pemsahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perubalran benhrk hukum Perusahaan Umum Daeratr menjadi perusahaan
Perseroan Daerah; dan

b. perubahan bentuk hukum perusahaarr Perseroan Daerah menjadi
Perusahaan Umum Daerah.

Perubahan bentuk hukum Pemsahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum
Daeratr Tirta Intan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB )(IU
PENG{}ABI'NGAII, PELTBIIRAI{, PENGAMBILALIIIAN, DAIS PEMBI'BARAT{. PTRUSAHIAN UTUUTU DAERATI TIRTA INTAN

Pasal 51

(1) Penggg.bungan dan peleburan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dilakukan
terha{ap 2 (dua) BUMD atau lebih.

(21 BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 52

(1) PembFbaran Penrsatraan Umum Daerah Tirta Intan ditetapkan dengan
Peratrlrran Daerah.

(21 F\rnggi Penrsatraan Umrrm Daerah Tirta Intan yanq dibubarkan sebagaimana
dirnalipud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daeratr.

(3) Kekayaan daeratr hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah firta Intsn
dikenibatitan kepada Daerah.

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 53
Penggabungan, peleburan, pengarnbilaJihan, dan pembubara:rr Penrsahaan Umum
Daerah Tirta Intan dilakukan berdasarkan hasil analisis investaei, penilaian tingkat
kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umrrm Daerah Tirta Intan.

BAB }(IV
KEPAILITAH

Pasal 54
(1) Penrsahaan Umtim Daerah Tirta Intan dapat dinyatakan pailit sesuai dengan

ketenttran peraturan penrndang-undangan.

(21 Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan hanya dapat mengqjukan
permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah dinyatakan
pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati da:r DPRD.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan
kekayaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan tidak cukup r.rnhrk menutup
kenrgian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlalsu juga bagi anggota
Direksi yarrg salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum
Pemsahaan Umum Daerah Tirta Intan dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan atam kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas kerugian dimaksud.

Pasal 55

(1) Dalam hal aset Perr-rsahaan Umum Daerah Tirta Intan yang dinyatakan pailit
dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah
Kabupaten mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebuttrhan dasar
masy4rakat tanpa mengubah ttrjuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

(2) Dalanl hat Pemerintah Daerah Kabupaten tidak dapat mengambil; alih yang
dipergunat€n untuk melayani kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintatr Daerah kabupaten wajib menyediakan kebuhrhan dasar
masyarakat dimaksud.

BAB ,ry
. PEMBINAAN TIAI{ PENGAWASAT{

il

Bagian Kesatu

Pembiuaan

Pasal 56

Pemqintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Pengurusan
Peruqahaan Umum Daerah Tirta Intan.

P€mffiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Qekretaris Daerah;

lb. peiabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yaurq melakukan fungsi

:
I
ts

I

&

I

I

(1)

(21
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c. pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanaka:r fungsi
pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 57
Sekretaris Daerah melalcsanakan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan
Umum Daeratr firta tntan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 58

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan
teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

b. pembinaankepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(21 Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melalnrkan fungsi
pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja
pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasau

(1) Pengqvragan terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dilakukan untuk
menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal
dan pengawasan eksternal,

i(3) Pengawasan internal sebagaislana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan
Peng4waE Intern, komite audit, danf ata'u komite lainnya.

(4) Peng{wasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaktrkan oleh:

a. Eemerintah Daerah Kabupaten;

b. Menteri untuk pengawasan umum; dan

c. r,nenteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untr:k

{engawasan teknis.
(5) Peng4-wasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebaga.imana dimaksud pada

ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten
yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6O

Ketentuarl lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perusatraan Umum
Daerah Tiita Intan diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB I(ITI

KETENTUAI{ PERALIIIAIT

Pasal 61
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direktur/Direksi dan Dewan Pengawas
Pemsatraan Daeratr Air Minum Tirta Intan tetap melaksanakan ttrgas eimpai
berakhir masa jafoatannya atau sampai dengan diadatcan penyesuaian
berdasarkan Peratrrsan Daeralr ini.
Stnrkhrr Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan I(abupaten Garut
masih tetap berlaktr sampai dengan dilakukan penyesuaian struktui organisasi
Perusatraan Umum Daerah Tirta Intan berdasarkan Peraturan Daeratr ini.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan, hak dan
kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola oleh Perusahaan Oaerah Air Minum
Tirta Intan Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garrt
Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Perusahaan Daerah Tirta Intan Kabupaten Ganrt,
beralih statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian
Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.

BAB )r1[t -.

I(ETENTUAN PENUTI'P

Pasal 62
Pada saat Peratrrran Daerah ini mulai berlaku, malca Peratrrran Daerah
Kabupaten Gartrt Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Ganrt Tahun 2OlO Nomor 6),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63
Peraturan'Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari2OLg.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pergturan Daerah
ini dengan penempatanrnya daram Lembaran DaerahKabupaten canrt.,

Ditetapkau di Ganrt
padataaggal9-11-2OL8
BUPATI GARUT,

ttd
RUDY GUNAUIADI

Diuadangkeu di Ganrt
pada tanggal L2 - t1 - 2018
PJ. SEKRiITARIS DArRArr I{ABUPATEN GARUT,

' r ttd
YATIE ROHAYATI 

,

LIMBARAI{ DAERAH KABUPATEN GARUT .

TAIIUN 2018 I{OUOR 8
T{ORTG PERATT'RAII DAERAH I(ABUPATEN GARUT, PROVINSI JAUTA BARAT
18122s12018)


